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BAB VI 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam 

Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenulu, Kecamatan 

Lamaknen, Kabupaten Belu sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat 

diukur dari beberapa aspek sebagai berikut:  

a. Perencanaan  

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa 

Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah berjalan 

dengan baik. Dalam perencanaan ini biasanya dilakukan melalui tahapan-

tahapan yang sudah ada yakni mulai dari musrenbangdus sampai pada 

musrenbangdes sehingga perencanaan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.  

b. Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa 

Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah berjalan 

dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut dapat dilihat 

dari kegiatan yang ada di desa dengan merealisasikan rencana sebelumnya 

yang sudah ditargetkan dalam APBDes dan melakukan persiapan 

pembukuan, pembelanjaan dan pelaksanaan kerja yang sesuai dengan 

prosedur kerja.  
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c. Pelaporan  

Dalam sistem pelaporan keuangan yang dilakukan di Desa Lamaksenulu 

Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah dilakukan dengan 

mekanisme yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. 

Pemerintah desa sudah lebih trasparan dalam proses pengelolaan keuangan 

dan lebih terperinci dalam penyampaian informasi keuangan kepada 

masyarakat.  

d. Pertanggungjawaban  

Dalam sistem pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan di Desa 

Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah berjalan 

dengan baik. Pertanggungjawaban biasanya dilakukan dengan 

penyampaian secara langsung pada saat laporan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat ataupun melalai media informasi yang tersedia di desa 

seperti papan informasi desa.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen 

Kabupaten Belu agar dapat membuat perencanaan sesuai dengan 

kebutuhan prioritas yang ada di dalam masyarakat desa. 
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b. Pelaksanaan 

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen 

Kabupaten Belu untuk proses pelaksanaan dapat dikerjakan sesuai dengan 

yang direncanakan sebelumnya dalam APBDes dan selalu membuat 

pembukuan, pembelanjaan, dan pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur 

kerja.  

c. Pelaporan  

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen 

Kabupaten Belu untuk selalu melakukan pelaporan mengenai keuangan 

yang ada di desa kepada semua masyarakat dan selalu menerapkan prinsip 

transparansi. 

d. Pertanggungjawaban 

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen 

Kabupaten Belu untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan melalui media 

sosial seperti papan pengumuman desa.  
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